BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Didasari oleh penjelasan yang berkaitan dengan topik penelitian pada bab
sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia mempunyai kewenangan dalam membatasi hak yang
ada di dalam ranah internet. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 19 ICCPR, Pasal 28]
ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 70 serta Pasal 73 UU HAM memberikan
ketentuan pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat dan hak atas
informasi. Lalu Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) memberikan ketentuan lebih
lanjut mengenai pembatasan internet yang ikut membatasi kebebasan
berpendapat dan membatasi hak atas informasi.

2. Tetapi kebijakan pembatasan pada aplikasi di internet saat Pemilu tahun
2019 maupun pembatasan internet secara menyeluruh pada konflik Papua
tahun 2019 mengakibatkan pelanggaran HAM karena tidak terpenuhinya
syarat-syarat dan kondisi-kondisi pembatasan hak di internet baik dilihat
secara HAM internasional maupun HAM nasional. Hal ini terjadi karena
pembatasan yang dilakukan tidak bersifat proporsional dan tidak diatur
berdasarkan undang-undang yang berlaku sesuai dengan dasar hukum
pembatasan yaitu pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 19 ICCPR, Pasal 28J ayat
(2) UUD 1945 dan Pasal 70 serta Pasal 73 UU HAM. Selanjutnya, ada
beberapa kondisi yang tidak terpenuhi menurut Siracusa Principles, seperti
Prescribed by Law (diatur berdasarkan hukum), in a democratic society
(diperlukan dalam masyarakat demokratis), rights and freedoms of others
or the rights or reputations of others (melindungi hak dan kebebasan orang
lain). Syarat dan kondisi yang terkandung dalam ketentuan HAM
internasional maupun nasional yang tidak terpenuhi membuat masyarakat
yang terkena dampaknya mengalami kerugian. Jika Pemerintah Indonesia
memperhatikan syarat maupun kondisi pembatasan tersebut, maka tidak

akan terjadi pelanggaran HAM yang menciderai hak tersebut. Pemerintah
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Indonesia seharusnya mengambil tindakan untuk mencegah atau
memberhentikan hal yang menjadi alasan dari pembatasan internet dengan
melihat dasar hukum yang sudah ada secara mendasar.

3. Teknologi VPN hadir untuk membantu masyarakat yang berada di wilayah
dengan keterbatasan akses internet. Dengan beberapa keamanan yang
ditawarkan oleh VPN seperti teknologi enkripsi dan anonimitas membuat
pengguna internet dapat secara tenang menggunakan internet karena
pemerintah tidak bisa mengawasi pergerakan warga negaranya Saat
menggunakan internet. Data pengguna internet pun akan dilindungi dan
disamarkan sehingga pengguna akan merasa lebih aman jika mereka ingin
mengutarakan opini maupun mendapatkan informasi di dunia internet. VPN
dapat memungkinkan penggunanya tidak hanya bertukar informasi di
wilayah lokal, tetapi pengguna internet dengan VPN akan mampu bertukar
informasi dengan lintas batas suatu wilayah dan tidak terpaku oleh batasan-
batasan tertentu. Sehingga dalam keadaan pembatasan internet yang
dilakukan pemerintah, VPN dengan segala fungsi di dalamnya dapat
menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi hak masyarakat yang

terbatasi.

5.2 Saran

1. Pemutusan maupun pembatasan akses jaringan untuk menjaga ketertiban
yang ada di masyarakat akan kurang tepat jika dilakukan secara menyeluruh
dan tidak pandang bulu. Pemutusan maupun pembatasan akses jaringan
seharusnya diberitahukan kepada dewan PBB untuk selanjutnya diskusikan
bagaimana cara pembatasan akses internet yang tidak menciderai HAM.
Pemutusan akses internet secara sepihak akan menimbulkan pandangan
buruk dari masyarakat terhadap pemerintah karena dinilai tidak sesuai
dengan prinsip demokrasi yang dimiliki negara karena ruang masyarakat
untuk memperoleh informasi maupun berpendapat telah dipersempit.
Adapun pembatasan internet yang dilakukan pemerintah tidak dilakukan
secara menyeluruh, tetapi pembatasan difokuskan hanya kepada konten-
konten atau muatan tertentu di internet yang dapat merugikan kepentingan
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banyak pihak. Dengan begitu, masyarakat masih dimungkinkan untuk
menikmati akses internet di luar konten maupun muatan yang dibatasi.

. Adanya Putusan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 230/G/TF/2019/PTUN-
JKT, dapat menjadi acuan Pemerintah Indonesia untuk menetapkan
kebijakan pembatasan internet yang tidak mencederai HAM orang lain.
Melalui putusan ini juga Pemerintah Indonesia dapat melihat bagaimana
prosedur dan tata cara mengenai pembatasan HAM yang baik dan benar,
agar nantinya di suatu hari nanti Pemerintah Indonesia dapat melakukan
pembatasan internet dengan tolak ukur yang jelas.

. Penggunaan VPN tetap harus diawasi oleh Pemerintah Indonesia agar
penggunaan VPN tidak dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak
bertanggung jawab dan melakukan tindakan yang disebut cybercrime.
Penggunaan VPN sebaiknya menggunakan VPN yang sudah terdaftar
sebagai penyelenggara sistem elektronik yang tunduk dengan ketentuan
penyelenggara sistem elektronik di Indonesia. Dengan begitu pengguna
VPN akan mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi sesuatu yang tidak

diinginkan.
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